SALINAN

L

BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang: a.

Mengingat: 1.

BUPATI SRAGEN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, perlu petunjuk teknis pemungutan retribusi
pengendalian menara telekomunikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Sragen dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia tahun 1950 No.92);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14.Peraturan  Menteri Komunikasi dan  Informatika
Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia tahun
2008 Nomor;

15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor
19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang
Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara  Telekomunikasi (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen

Nomor 1);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sragen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sragen Nomor S );



18.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor
1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Sragen.
Bupati adalah Bupati Sragen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan
komunikasi dan informatika.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sragen yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika sesuai

peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha

tetap.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda,
isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat,
optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah
bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di
atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan
konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk
kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka
baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal
tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya
disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat
telekomunikasi.

Site audit menara adalah serangkaian prosedur teknis dalam
mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi
dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara
telekomunikasi.

Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan
karakteristik spesifik.

Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki -ciri
tertentu.

Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara
telekomunikasi sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk
menara yang disyaratkan untuk bebas visual.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun
perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung

perikehidupan dan penghidupan.

Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun
perdesaan yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan
dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang pribadi atau
Badan.

Retribusi Pengendalian Menara selanjutnya disebut Retribusi
adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan
ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan dibidang
pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek teknis, tata
ruang, keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai
retribusi dikaitkan dengan pengawasan dan pengendalian menara
telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang

atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.



25. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman
untuk pelaksanaan pemungutan retribusi di daerah.

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk
meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan

pengendalian menara di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1.

Pendataan; dan

2. penetapan, pembayaran dan penyetoran retribusi.

BAB IV
PENDATAAN
Pasal 4

Setiap menara dilakukan pendataan setiap tahun.

Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

site audit.

Site audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. melakukan pendataan baru atau pendataan ulang atas suatu
site menara;

b. melakukan pendataan legalitas kepemilikan dan pengguna
suatu site menara;

c. memberikan informasi temuan dan rekomendasi atas suatu
site menara;

d. melakukan investigasi dugaan penyimpangan/
penyalahgunaan menara yang dapat merugikan berbagai
pihak; dan

e. menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi
pengendalian menara.



BAB YV
PENETAPAN, PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Penetapan
Pasal 5

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
Kepala Dinas.

SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada

Wajib Retribusi pada awal tahun paling lambat tanggal 31 Januari.

Bagian Kedua
Pembayaran dan/atau Penyetoran
Pasal 6

Pembayaran retribusi dilakukan secara non tunai.

Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan selambat-
lambatnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan
tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam SKRD.

Wajib Retribusi yang telah melunasi retribusi diberi SSRD atau
dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Teller
Bank.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan

dengan tahapan sebagai berikut :

a.
b.

Wajib retribusi menyerahkan data menara telekomunikasi ke Dinas;
Dinas melakukan pencetakan SKRD selanjutnya ditanda tangani
oleh kepala Dinas;

Pengiriman SKRD dan pengiriman Surat Tagihan Retribusi Daerah
(STRD) ke wajib retribusi;

wajib retribusi berdasarkan SKRD yang diterima membayar lunas
Retribusi yang terutang kepada bank yang ditunjuk;

bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf (d)

tercantum di SKRD; dan



f.  wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) diberi SSRD
yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) atau
dokumen lain yang dipersamakan yang ditadatangani oleh Teller
Bank.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 28-2-2020

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap
KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI
Diundangkan di Sragen
pada tanggal 28-2-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra

u.b

A ,yﬁ"l-‘ hnto, S.H., M.Si
*Q/“ r;’nbma Tk1

h A G'\Ie 19670725 199503 1 002
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